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ABSTRAK

Pekerja sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, memiliki peranan penting
dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya diperlukan adanya
peningkatan kualitas bagi ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan bagi
setiap pekerja. BPJS Ketenagakejaan hadir untuk memberikan perlindungan bagi
setiap pekerja melalui program-program yang ada, salah satunya ialah program
JKK. Akan tetapi sering kali pekerja tidak mendapatkan hak-haknya karena
kelalaian dari pemberi kerja. SPSI menyebutkan bahwa terdapat ribuan pekerja di
Bantul yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, petugas
pengawas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta juga menyebutkan bahwa
hingga oktober tahun 2024 kurang lebih ada tiga ribu perusahaan yang belum
membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga mengakibatkan pekerja tidak dapat
menikmati manfaat yang diberika oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian,
terdapat pokok permasalahan pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum
bagi pekerja peserta program JKK di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta.
Kedua, apa upaya yang dilakukan pekerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan
kerja, ketiga, bagaimana penyelesaian yang diberikan oleh pemberi kerja agar
pekerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris
dengan mengkaji teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori
penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode
wawancara dan metode studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Yogyakarta memberikan dua bentuk perlindungan hukum yakni secara preventif
dan represif. Secara preventif memberikan sosialisasi kepada pekerja mandiri dan
edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar agar patuh dalam
menjalankan kewajibannya, dan melakukan kunjungan kepada perusahaan yang
diketahui belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
secara represif BPJS Ketenagakerjaan memberikan sanksi kepada pemberi kerja
yang lalai. dalam menjalankan kewajibannya berupa sanksi administratif, sanksi
secara ‘perdata, dan ‘sanksi Pidana. Upaya Yyang dilakukan pekerja untuk
mendapatkan haknya berupa JKK dengan caramengajukan kamplain kepada atasan
di perusahaan atas keluhankarena tidak bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan.
setelah upaya yang dilakukan oleh pekerja, pihak pemberi kerja harus memberikan
penyelesaian sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaiannya berupa mengganti
semua biaya pengobatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, membayarkan
semua tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan beserta dendanya, dan menanggung
semua biaya pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Jaminan Kecelakaan Kerja



ABSTRACT

Workers, as both the actors and the goal of development, play an important
role in the implementation of national development. Therefore, it is necessary to
improve the quality of the workforce by providing protection for every worker.
BPJS Employment is present to provide protection for every worker through its
existing programs, one of which is the Work Accident Insurance (JKK) program.
However, workers often do not receive their rights due to negligence from
employers. SPSI mentioned that there are thousands of workers in Bantul who are
not registered as BPJS Employment participants, and the BPJS Employment
Supervisory Officer at the Yogyakarta Branch also stated that as of October 2024,
about three thousand companies have not paid the BPJS Employment contributions,
resulting in workers being unable to enjoy the benefits provided by BPJS
Employment. Thus, there are three main issues: First, what forms of legal
protection are provided to workers who are participants in the JKK program at
BPJS Employment Yogyakarta Branch? Second, what efforts do workers make to
obtain work accident insurance? Third, how does the employer resolve the issue so
that workers can receive work accident insurance?

This research uses a juridical-empirical legal research method by
examining the theory of legal protection, the theory of legal certainty, and the
theory of dispute resolution. Data collection techniques include interviews and
library research methods. Data analysis uses a descriptive qualitative method.

The research results show that BPJS Employment Yogyakarta Branch
provides two forms of legal protection: preventive and repressive. Preventively, it
provides socialization to independent workers and education to registered
companies to ensure compliance with their obligations, and conducts visits to
companies that have not registered their workers as BPJS Employment
participants. Repressively; BPJS Employment imposes sanctions on employers who
neglect their obligations; in the form of administrative sanctions, civil sanctions,
and criminal sanctiens, The efforts made by warkers to obtain their JKK rights
include submitting complaints to their supervisors at the company about the
inability to use' BPJS Employment. After these efforts, the employer must provide a
resolution as a form of responsibility for their negligence, including covering all
medical expenses for workers who experience work accidents, paying all BPJS
Employment contribution arrears along with fines, and covering all medical
expenses for workers who experience work accidents but are not registered as BPJS
Employment participants.

Keywords: Legal Protection, Workers, Work Accident Insurance
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, memiliki peranan
penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan peranan
dan kedudukan tenaga kerja, maka diperlukan adanya peningkatan kualitas
bagi ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.* Menurut Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan perkerjaan guna
menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. Secara implisit hak untuk bekerja juga diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2)
dijelaskan ‘bahwa -tiap-tiap ‘warga 'negara ‘berhak" atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak.

Salah-“satu—perwujudan ‘dari “hak “dan ‘perlindungan yang harus
diberikan kepada tenaga kerja ialah berupa hak untuk mendapatkan
perlindungan jaminan sosial, karena setiap pekerja adalah warga negara
yang memiliki masa depan serta cita-cita guna melanjutkan perannya

sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang. Undang-Undang

! Made Bella Meisya Prihantini, “Perilindungan Hukum Program Jaminan Kecelakaan
Kerja Terhadap Pekerja Harian Lepas”, Jurnal Kertha Semaya, Vol 10 No 10, 2022, him 2213.



Dasar 1945 telah mengatur hak dalam perlindungan jaminan sosial pada
Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) yang dijelaskan bahwa
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan”.

Sistem jaminan sosial juga diatur dalam deklarasi umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 tentang Hak
Asasi Manusia serta dalam Konvensi ILO (International Labour
Organization) nomor 102 tahun 1952 yang pada intinya menganjurkan
kepada seluruh negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada
setiap tenaga kerja.? Sebagai langkah lebih lanjut, pemerintah mengadakan
program jaminan sosial bagi para tenaga kerja atau dapat disebut dengan
Jamsostek. Pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap. pekerja/buruh dan keluarganya
berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja-(Jamsostek). Melalui
program tersebut diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan
dasar untuk hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat

mengakibatkan hilang atau kurangnya pendapatan karena menderita sakit,

2 R.M. Adriyan Suryo Ruseno, Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Untuk
Mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe IIndonesian Tobacco Coy Surakarta,
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017, him 2.



mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, hingga memasuki usia lanjut
atau pensiun.®

Peraturan Perundang-undangan mengatur lebih jauh mengenai
jaminan sosial tenaga kerja yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), namun setelah
adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tanggal 1 Juli 2014 PT.
Jamsostek berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan atau dapat disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan,
kemudian sejak beroperasinya program BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal
1 Juli 2015, maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.*

Setelah dicabutnya Undang-Undang tentang Jamsostek, maka
Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja melalui sebuah program yang dinamakan Jaminan
Kecelakaan Kerja atau yang disebut dengan JKK. Pelaksaaan program
tersebut dilakukan pemerintah dengan'menetapkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 44 tahun™ 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah RI

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan

% Ibid, him 2.
4 1bid, him 4



Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyebutkan bahwa “Kecelakaan
Kerja merupakan kecelakaan kerja yang terjadi dalam hubungan Kkerja,
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju
tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja”.

Program JKK ini, dianggap sangat penting karena seorang pekerja
adalah manusia yang akan menghadapi ketidakpastian dalam hidupnya
hingga menimbulkan berbagai kerugian, ketidakpastian ini disebut juga
sebagai resiko. Pekerja tidak dapat memprediksi setiap resiko yang akan
menimpa dirinya dikemudian hari ketika menjalankan pekerjaanya,
misalnya kecelakaan yang dialami saat bekerja, perjalanan saat berangkat
dari rumah menuju tempat kerja dan kembali melalui jalan yang biasa
dilalui, hingga penyakit yang ditimbulkan akibat bekerja disuatu
perusahaan. Oleh karena itu, jaminan sosial atas hak yang timbul akibat
kecelakaan kerja adalah keharusan, karena manusia rentan menghadapi
kejadian yang tidak terduga.dalam hidupnya.®

Jaminan’ kecelakaan® kerja ‘menurut Pasal t-angka 1 Peraturan
Pemerintah No. 44 tahun 2015 menjelaskan bahwa ”Jaminan kecelakaan
kerja yang selanjutnya diisingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada peserta mengalami

kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.

5 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cet. 1, (Jakarta: PT.
Rajawali) 2018, him 2.



Dengan demikian, program JKK akan memberikan perlindungan kepada
pekerja dari saat berangkat, beraktivitas selama bekerja hingga pekerja
kembali ke rumahnya.®

Menurut situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jumlah kasus yang mengajukan
klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) di Indonesia terus melonjak selama
lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun
2019 tercatat sebanyak 182.835 kasus yang mengajukan klaim JKK,
selanjutnya tahun 2020 jumlah kalim JKK terus meningkat menjadi 221.740
kasus, tahun 2021 kasus kalim JKK mencapai 234.370 kasus, kemudian
tahun 2022 jumlah semakin melonjak hingga 297.725 kasus, dan sepanjang
januari hingga November tahun 2023 di Indonesia jumlah kasus kecelakaan
kerja yang mengajukan klaim JKK sudah mencapai 360.635 kasus.’

Sedangkan pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta
menyebutkan bahwa hingga 31 Desember 2023 kasus kecelakaan kerja yang
mengajukan klaim JKK mencapai.7.291 kasus. Data jumlah kasus tersebut
tidak terhitung keseluruhannya dan bisa mencapai angka yang lebih besar,
hal ini disebabkan karena masih banyak pekerja yang belum didaftarkan
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan pada tahun 2023

kepesertaan yang aktif BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 34,71% dari

6 Asih Eka Putri, “Paham JKK dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian”, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung) 2020, him 9.

" BPJS Ketenagakerjaan, “Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir”,
diakses dari https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ , pada 22 Mei 2024



https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

total 1.633.534 pekerja di Yogyakarta.® Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI) menyampaikan bahwa ada ribuan pekerja di Bantul yang belum
terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. SPSI Bantul mencatat ada sekitar 6
ribu pekerja di Bantul, akan tetapi dari jumlah tersebut ada lebih dari seribu
pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.®

Pada akhir tahun 2020 terdapat ratusan pekerja PT SGI, produsen
sarung tangan yang berlokasi di Padukuhan Gading I, Kalurahan Gading,
Kapanewon Playen mereka menuntut agar pihak perusahaan segera
membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, padahal pihak perusahaan
sudah memotong gaji para pekerja setiap bulannya. Kecurigaan muncul saat
sebagian dari pekerja menanyakan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan
berkaitan dengan subsidi dari pemerintah kepada pekerja yang terdampak
Covid-19, akan tetapi para pekerja tidak ada dalam daftar penerima karena
iuran BPJS Ketenagakerjaan belum dibayarkan oleh perusahaan. Kepala
HRD PT SGI menyampaikan bahwa benar adanya tunggakan terkait iuran
BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan selama.20 bulan.®

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas bagian pengawas
dan pemerikasaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta dijelaskan

bahwa hingga bulan Oktober tahun 2024 kurang lebih sebanyak 3.000 (tiga

8 Tomi Sujatmiko, “Tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta
Bayarkan Manfaat Peserta Rp. 766,12 Miliar”, KrJogja.com diakses dari https://www.krjogja.com/
pada 22 Mei 2024

® BPJS Ketenagakerjaan, “Masih Ada Seribuan Pekerja di Bantul Belum Terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan”, diakses dari https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29008/ pada 22
Oktober 2024.

10 Ayusandra Andany “Ratusan Pekerja di Gunungkidul Keluhkan BPJS Ketenagakerjaan
dan THR Belum Cair”, diakses dari https://kumparan.com/tugujogja/ Pada 22 Oktober 2024.
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ribu) pemberi kerja atau perusahaan yang belum membayarkan iuran BPJS
Ketenagakerjaannya. Hal tersebut bisa mengakibatkan pihak BPJS
Ketenagakerjaan terlambat dalam memberikan pelayanan bahkan tidak
memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin
mengajukan klaimnya baik klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Petugas pengawas dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Yogyakarta juga menyampaikan bahwa selama tahun 2023 sampai 2024 ada
beberapa pekerja saat mengalami kecelakaan kerja dan ingin mengajukan
klaim JKK nya, namun pekerja tidak mendapatkan kalimnya dan tidak
mendapatkan pelayanan langsung saat di Rumah sakit karena pihak
perusahaan yang belum membayarkan iuran di BPJS Ketenagakerjaan.! hal
tersebut sangat berdampak kepada pekerja yang tidak bisa memanfaatkan

keuntungan sebgai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar; belakang yang rtelah- diuraikan, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah
dalam bentuk skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

(BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA

11 Wawancara dengan Bapak Arista Nur Cahya, selaku Petugas Pengawas dan Pemeriksaan
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, DI Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2024



B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain

sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja peserta program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta?

2. Apa upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan klaim
Jaminan Kecelakaan Kerja?

3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pemberi kerja agar

pekerja mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja peserta
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BRJS) Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta;
h. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh  pekerja agar
mendapatkan kembali klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut;
c. Untuk mengetahui penyelesaian yang diberikan oleh pemberi kerja
agar pekerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.
2. Kegunaan penelitian
Penelitian hukum selain memiliki tujuan, diharapkan dapat memberikan
manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain. Adapun kegunaan

penelitian yang diperoleh dari penulisan hukum adalah sebagai berikut:



a. Secara teoritis
Kegunaan teoritis merupakan suatu manfaat penelitian yang dapat
digunakan bagi pengembangan serta ilmu tambahan pada studi ilmu
pengetahuan di bidang tertentu. Oleh karena itu, Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat maupun
penegak hukum untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam
pengembangan wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan
membantu perkembangan dalam bidang program jaminan sosial
ketenagakerjaan khususnya pada program jaminan kecelakaan kerja.
Selain itu, dengan adanya penelitian ini dihaparkan dapat menjadi
bahan literatur bagi peneliti yang akan mengkaji dengan penelitian
yang serupa.
b. Secara praktis
Kegunaan praktis merupakan manfaat penelitian yang diharapkan
dapat memberikan kontribusi kepda masyarakat terkait penelitian
yang sedang. dilakukan _baik " secara . langsung . maupun tidak
fangsung. 'Oleh ™ karena itu ~diharapkan ‘penelitian ini dapat
memberikan kegunaan secara praktis yaitu:
1) Bagi peneliti
Penelitian ini dijadikan sebgai wadah bagi peneliti untuk
menerapkan materi perkuliahan yang diharapkan mampu
menjadikan peneliti memahami permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini.
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2) Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan
pengetahuan kepada masyarakat terutama pekerja terkait
permasalahan yang ada dalam penelitian ini sekaligus dapat
menjadi bahan pembelajaran untuk memberikan petunjuk kepada
pemerintah tentang pentingnya perlindungan hukum bagi para
pekerja berupa jaminan kecelakaan kerja dan pentingnya
mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.

3) Bagi aparat penegak hukum
Diharapkan dengan adanya penelitian dapat dijadikan sebagai
media bersama-sama belajar dalam rangka memperbaiki dan
meningkatkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan khususnya

dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka berguna untuk membandingkan penelitian yang satu dengan
yang lainnya agar mengindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada
sebelumnya.-Renelitian.ini didasarkan padabeberapa rujukan permasalahan
maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun
demikian, penelitian-penelitian tersebut pastinya memiliki poin-poin
tersendiri yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Penelitian-penelitian
sejenis yag menjadi rujukam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pertama, jurnal yang ditulis oleh Akmal Ade Syahputra dengan

judul “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan
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Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda
Aceh”.'? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Program
JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda
Aceh. dengan hasil penelitian bahwa program Jaminan kecelakaan kerja
yang ada di Banda Aceh telah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat
dilihat dari cara pelayanan serta pengajuan klaim yang dilakukan dapat
membuat peseta mendapatkan hak dan kepuasannya. Adapun yang menjadi
perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus perlindungan hukum yang
diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta kepada pekerja
peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa fakultas hukum di
Universitas Sebelas Maret yakni R.M Adriyan Suryo Ruseno yang berjudul
“Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Untuk mendapatkan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy
Surakarta”.®* Meneliti tentang pemenuhan hak pekerja atas Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK). di PT. Djitog Indonesian Tobacco Coy Surakarta
telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan atau belum serta telah
memberikan pemenuhan hak bagi pekerjanya atau belum. Hasil penelitian
ini menyatakan bahwasanya pemenuhan hak pekerja atas jaminan

kecelakaan kerja telah dituangkan dalam perjanjian kerja nya, akan tetapi

12 Akmal Ade Syahputra, “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh”, Jurnal
Pendididkan dan Konseling, Vol 4 No 6, 2022.

13 R.m. Adriyan Suryo Ruseno, “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Untuk
mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta”,
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.
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ketentuan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur mengenai Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan
tidak konsisten dalam memberikan ketentuan mengenai program JKK.
Namun hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja disini telah terpenuhi
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2015 tentang
penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah
fokus peneliti pada perlindungan hukum yang diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta kepada pekerja peserta program
jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sielvira Amanda mahasiswa
Fakultas Hukum di Universitas Andalas dengan judul “Pelaksanaan Klaim
Asuransi Kecelakaan Kerja Oleh PT. Semen Padang pada BPJS
Ketenagakerjaan Padang”.** Meneliti mengenai bentuk pelaksanaan klaim
asuransi kecelakaan kerja dan kendala yang menyebabkan keterlambatan
pembayaran Kklaim~ kecelakaan kerja PT_Semen_Padang pada BPJS
Ketenagakerjaan Padang. ‘Dengan ‘hasil ‘penelitian-"yang menjelaskan
bahwasanya pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan Kerja terhadap korban
kecelakaan kerja PT Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan,
berdasarkan sistem pembayaran ganti kerugian (klain) asuransi yang diatur

dalam Pasal 22 UU Nomor 3 tahun 1992 sudah cukup baik, kemudian BPJS

14 Sielvira Amanda, “Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Oleh PT. Semen
Padang pada BPJS Ketenagakerjaan Padang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, (2021).
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Ketenagakerjaan telah memberikan tunjangan apabila korban kecelakaan
kerja mengalami cacat. Akan tetapi masih ada keterlambatan pembayaran
klaim kepada PT Semen Padang yang dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan sendiri. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian
ini adalah fokus peneliti pada perlindungan hukum yang diberikan oleh
BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta kepada pekerja peserta program

jaminan kecelakaan kerja (JKK).

. Kerangka Teoritik
Kerangka teori merupakan salah satu landasan atau dasar yang diperlukan
dalam suatu penelitian. Menemukan suatu teori yang relevan digunakan
sebagai landasan berfikir untuk mengkaji suatu permasalahan yang sedang
diteliti. Berdasarkan penelitian  yang diangkat berkaitan dengan
Perlindungan hukum bagi pekerja peserta program jaminan kecelakaan
kerja di BPJS ketenagakerjaan, maka peneliti menggunakan teori sebagai
berikut:
1. Teori perlindungan hukum
Penelitian., ini- menggunakan teori . perlidungan hukum sebab
perlindungan hukum merupakan sebuah jaminan hukum untuk
memberikan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada seseorang yang
dirugikan.
Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum bertujuan untuk
melindungi kepentingan seseorang atas perbuatan yang dirugikan oleh

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
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menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum,'® dengan demikian
perlindungan hukum berupakan salah satu upaya hukum yang diberikan
oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman
terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah
perlindungan yang diberikan untuk harkat dan martabat, serta
perlindungan hukum ini juga diartikan sebagai pengakuan akan Hak
Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap manusia atas dasar ketentuan
hukum dari pebuatan yang sewenang-wenangnya. Hadjon telah
membagi perlindungan hukum dalam dua jenis yaitu perlindungan
hukum previntif dan perlindungan represif.°

Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan bagi rakyat yang
diberikan kesempatan dalam mengajukan pendapatnya sebelum
keputusan pemerintah mendapat bentuk detinitif untuk mencegah
adanya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan .hukum_ yang bertujuan. untuk menyelesaikan sengketa
yang timbul akibat™ adanya pelanggaran. Perlindungan ini adalah
perlindungan akhir yang diberikan sanksi terhadap pelanggaran yang

sudah dilakukan.t’

15 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), him. 54

16 Aditya Pangestu Bagas Setiazi, Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak
Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat, Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Pancasakti Tegal, 2022, HIm 15.

7 1bid, him 16.
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Kegunaan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini untuk memahami tujuan dan konsep dasar perlindungan
hukum bagi pekerja. Teori perlindungan hukum ini dapat membantu
menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak
pekerja, khususnya hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial, salah
satunya berupa program jaminan kecelakaan Kkerja yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2. Teori kepastian hukum

Penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum karena teori
kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan persamaan di depan
hukum tanpa memandang perbedaan yang ada. Menurut Sudikno
Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum
harus dijalankan dengan cara yang baik dan sesuai. Kepastian hukum
memerlukan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan yang
telah dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut
akan memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian
hukum yang berfungsi sebagai aturanyang harus ditaati.1®

Selanjutnya Hans Kelsen juga memaparkan bahwasanya kepastian
hukum merupakan suatu keadaan dimana hukum yang berlaku jelas,
konsisten, dan stabil. Hukum yang jelas artinya hukum akan mudah

dipahami oleh masyarakat. Kemudian hukum yang konsisten

18 Asikin Zainal, “Pengantar Tata llmu Hukum Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers),
2012, him. 30
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merupakan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Dan hukum
yang stabil artinya hukum tersebut tidak berubah-ubah. Selanjutnya
Hans Kelsen juga berpendapat bahwasnya kepastian hukum adalah hal
yang sangat penting untuk menjaga stabilitas masyarakat dan
menciptakan keadilan. Dengan demikian masyarakat akan merasa aman
jika hukum yang berlaku tetap jelas, konsisten, dan stabil.®

Kegunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini untuk
memberikan dasar pemahaman tentang pentingnya aturan yang jelas
dalam melindungi hak-hak pekerja. Dalam hal program jaminan
kecelakaan kerja, kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai hak-
hak pekerja yang terlindungi, prosedur mengajukan klaim, serta
kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja dalam memberikan
perlindungan bagi pekerja.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang menganalisis
mengenai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini hadir sebagai
salah satu strategi untuk mengakhiri“permasalahan tersebut. Menurut
para ahli yakni Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubina menjelaskan bahwa
ada lima teori penyelesaian sengketa, yaitu:?°
a. Contending (bertanding), merupakan suatu solusi yang lebih

diinginkan oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;

19 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana), 2008, him 158
2 Juwita Tarochi Boboy, DKK, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi
Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Jeffrey Z.Rubin, Jurnal NOTARIUS Vol 13 No. 2, 2020, him 807.
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b. Yielding (Mengalah), yaitu mengurangi aspirasi mereka sendiri dan
bersedia menyerahkan apa yang diinginkan;

c. Problem Solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif
yang dapat memuaskan kedua belah pihak;

d. With Drwaing (menarik diri), yaitu memilih untuk meninggalkan
situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis;

e. In Action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang
dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lain. Para ahli
antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara
penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam
masayarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F.
Told Jr menjelakan bahwa terdapat 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa

dalam masyarakat, yaitu:

a. Lumping: it< (memberiakan | saja), 1yaitu ; pihak yang merasakan
perlakuan tidak adil, atau gagal dalam mengupayakan tuntutannya.
Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau
isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan
hubungan-hubungannya  dengan  pihak  yang  dirasakan

merugikannya. Hal tersebut dilakukan karena berbagai

21 Sari Wahyuni Amanda, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi
di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, (2019), him 9.
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kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana
proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke
Lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses karena diperkirakan
bahwa kerugiaannya lebih besar dari keuntungannya baik dari segi
materi maupun psikologis;

. Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih
untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang
merugikannya atau sama sekali menghentikan hubungan diantara
keduanya;

Coercion (paksaan), yaitu pihak yang satu memaksakan pemecahan
kepada pihak lain, ini bersifat uniteral. Tindakan yang bersifat
memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekesaran pada
umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai;
Negotiation (perundingan), vaitu kedua belak pihak yang
berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan
masalah yang. dihadapi_dilakukan _oleh para pihak, mereka sepakat
tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak
akan berupaya untuk saling meyakinkan, jadi kedua belah pihak
membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan
berfokus pada aturan-aturan yang ada;

Mediation (mediasi), yaitu adanya pihak ketiga yang membantu
kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menentukan

kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah
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pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang
berwenang untuk hal tersebut;

f. Arbitration (arbitrase), yaitu kedua belah pihak yang bersengketa
sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan
sejak pertama mereka kan menyetujui untuk menerima keputusan
dari arbitrator tersebut;

g. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang memiliki
wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari
keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini juga berhak
membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak

ketiga berupaya agar keputusan tersebut dilaksanakan.

Kegunaan teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini ialah
untuk memberikan landasan dalam memahami mekanisme yang ada
dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja.
Dalam hal apabila pemberi kerja tidak menjalankan kewajibannya untuk
memenuhi hak-hak pekerja terutama dalam memberikan hak berupa

jaminan sesial.

F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu proses mencari jawaban atas suatu masalah
dengan menggunakan metode ilmiah, sekumpulan metode yang digunakan
secara sistematis untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono

Soekanto, Penelitian dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat,
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membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.?? Metode penelitian
adalah upaya dalam menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan
menggunakan cara Kkerja ilmiah secara teliti dan cermat guna
mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil
kesimpulan secara sistematis dan objektif, sehingga dapat memecahkan
suatu permasalaahn maupun menguji hipotesis untuk memperoleh suatu
pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.?® Berdasarkan hal
tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris suatu metode penelitian hukum yang
didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan langsung
atau wawancara yang diambil dari perilaku manusia.?* Dalam penelitian
hukum empiris ini nantinya data penelitian akan bersumber dari
penelitian lapangan (field research). Data tersebut akan diperoleh secara
langsung dari observasi, wawancara, dan pengamatan secara langsung
terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

cabang Yogyakarta dan pekerja di Yogyakarta.

22 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten: Unpam Press, 2019) him. 8

23 Rifa’l Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021)
him. 2

24 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) him. 45
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni metode yang berfokus
dalam mendeskripsikan objek penelitian yang kemudian diteliti dan
dianalisis melalui data lapangan yang telah dikumpulkan.?® Hal tersebut
bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian
ini.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris yang
bersifat kualitatif dengan mengacu pada data kualitatif untuk
menganalisa dan memecahkan masalah berdasarkan data yang ada.
Pendekatan tersebut mengacu pada ius constitutum atau Peraturan
Perundang-undangan terkait, serta menekankan pada kenyataan dan
fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan.

4. Sumber data penelitian
Dalam melakukan penelitian yang berdasar pada studi lapangan, maka
nantinya akan_dibutuhkan beberapa sumber, atau-bahan pustaka yang
dijadikan sebagai rujukan dalam kajian kepustakaannya. Oleh karena itu
penelitian ini menggunakan sumber data penelitian sebagai berikut:
a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang

25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press,
2020), him. 26
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Yogyakarta dan pekerja di Yogyakarta melalui observasi,
wawancara, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
b. Sumber data skunder
Data skunder digunakan sebagai pelengkap data primer. Data
skunder diperolen melalui studi dokumen dan kepustakaan, yang
meliputi Peraturan Perundang-undangan tertulis, buku, jurnal,
literatur hukum dan bahan hukum tertulis lainnya.
c. Sumber data tersier
Data tersier digunakan untuk melengkapi penjelasakn atas data
primer dan skunder yang dapat diambil melalui ensiklopedia, kamus
hukum, dan internet yang sumbernya jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
5. Teknik pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a.. Wawancara

Teknik “wawancara digunakan—dalam pengumpulan data yang

dilakukan dengan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk

mendapatkan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, data penelitian

akan diperoleh dari wawancara yang dilakukan bersama pegawai di

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

cabang Yogyakarta dan beberapa pekerja di Yogyakarta.
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b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan
dengan menganalisa serta mempelajari berbagai sumber data yang ada
di dalam sumber data skunder.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data berupa catatan
peristiwa yang sudah berlalu, baik yang berbentuk tulisan, gambar,
maupun karya-karya monumental dari seserorang.® Dalam penelitian
ini dokumentasi akan dijadikan sebagai bukti bahwa telah

dilakukannya pengumpulan data.

6. Analisis data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian.
Menurut Sugiyono Analisis data diartikan sebagai proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menggabungkan data ke
dalam_ kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam
pola; memilih mana yang penting dan'yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang

lain.?’

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif.

Analisis tersebut menggunakan Bahasa dalam kalimat yang jelas dan

him. 84

% Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017),

27 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten: Unpam Press, 2019) him. 164
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sederhana, kemudian ditarik kesimpulannya melalui cara deduktif, yakni
dari pemikiran yang bersifat umum lalu diturunkan ke dalam kesimpulan

yang besifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan menjadi hal yang diperlukan
untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai bahasan yang
akan dicantumkan di dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan, yang terdiri dari
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
ustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai
perlindungan hukum, tenaga kerja, pemberi kerja, Perlindungan Hukum
Ketenagakerjaan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Program BPJS
Ketenagakerjaan.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan analisis
mengenai Bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja peserta program
jaminan kecelakaan kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta, upaya pekerja untuk

mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan penyelesaian yang diberikan
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oleh pemberi kerja agar pekerja mendapatkan program jaminan kecelakaan
kerja.

Bab kelima, membahas tentang penutup yang mencakup dua sub
bab, yakni kesimpulan atas atas pembahasan yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya. Kesimpulan juga memuat jawaban singkat atas rumusan
masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian bab ini memuat
saran sebagai koreksi, evaluasi, maupun rekomendasi dari hasil penelitian
yag nantinya akan berguna bagi kepentingan prbadi peneliti maupun bagi

calon peneliti lain yang hendak membahas permasalahan yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpilan sebagai

berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum vyang diberikan oleh  BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta berupa perlindungan previntif dan
represif. Perlindungan preventif yang diberikan yaitu memberikan
sosialisasi kepada pekerja mandiri yang belum terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan, memberikan sosialisasi berupa edukasi kepada
perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar agar patuh dalam
menjalankan  kewajibannya - seperti membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan setiap bulan, melakukan kunjungan kepada
perusahaan yang diketahui belum mendaftarkan pekerjanya sebagai
peserta , BRJS . Ketenagakerjaan, ,.dalam.. hal. ini pihak BPJS
Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan kejaksaan dan dinas
ketenagakerjaan- daerah ssetempat.: Perlindungan. jaminan kecelakaan
kerja yang akan melindungi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja
akan mendapatkan pelayanan langsung dan santunan berupa uang yang
dapat di klaim oleh peserta. Kemudian, perlindungan represif yang
diberikan apabila pemberi kerja tidak patuh yaitu sanksi administrasi
berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik.

BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta juga pernah memberikan sanksi

120
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perdata kepada perusahaan yang tidak patuh dalam membayarkan iuran
BPJS Ketenagakerjaan. sanksi perdata dilakukan dengan mengajukan
gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri dan gugatan BPJS
Ketenagakerjaan dikabulkan sehingga pihak perusahaan mendapatkan
hukuman berupa penyitaan aset. Sanksi Pidana juga diberikan kepada
pemberi kerja yang apabila sudah memotong gaji pekerja tapi tidak
disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan. sanksi Pidana berupa penjara
paling lama 8 (delapan) tahun atau Pidana denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai Pasal 55 UU No. 24 Tahun
2011 tentang BPJS.

. Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak pemberi kerja/perusahaan
yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan
secara menyeluruh kepada para pekerjanya, sehingga pekerja harus
menanggung semua resiko yang terjadi secara pribadi. Oleh karena itu
pekerja melakukan upaya agar mendapatkan perlindungan berupa
jaminan kecelakaan Kerja yakni dengan cara berdiskusi sesama rekan
Kerja ‘untuk bersama-sama menindaklanjuti permasalahan terkait
tunggakan iuran yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan,
Mengajukan komplain kepada atasan di perusahaan atas keluhan karena
tidak bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan saat berada dirumah
sakit karena tuggakan iuran yang belum dibayarkan, dan untuk pekerja
yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mereka

melaporkan kepada atasan di perusahaan saat terjadi kecelakaan kerja
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agar pekerja bisa mendapatkan haknya berupa biaya pengobatan secara
menyeluruh.

3. Setelah segala upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan
jaminan kecelakaan kerja, maka pemberi kerja harus memberikan
penyelesaian terhadap kelalaian yang sudah dilakukan sebagai bentuk
pertanggung jawaban dari pihak pemberi Kkerja/perusahaan, yaitu
mengganti semua biaya pengobatan pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja, membayarkan semua tunggakan iuran BPJS
Ketenagakerjaan beserta denda, agar kartu BPJS Ketenagakerjaan
kembali aktif, menanggung semua biaya pengobatan bagi pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, dan menyediakan kotak P3K yang dapat berguna
untuk pekerja apabila mengalami kecelakaan kecil saat bekerja.
Penyelesaian yang dilakukan oleh pemberi kerja/perusahaan bisa
melalui negotiation (perundingan) dan dengan cara problem solving

(pemecahan masalah).

B. Saran

Beberapa saran terkait permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan pemerintah dapat memberikan penegakan hukum lebih jelas
terhadap kewajiban dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. pemeritah bisa menjadikan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan sebagai prasarana wajib di berbagai perizinan

pendirian usaha;
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2. Diharapkan adanya kesadaran hukum baik dari pemberi kerja maupun
pekerja akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan bagi
setiap pekerja di Indonesia;

3. Diharapkan pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan lebih sering
melakukan sosialisasi manfaat dari program-program BPJS
Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan baik formal maupun
informal yang sudah terdaftar sebagai peserta maupun yang belum

mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
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